ABSTRAK

Rencana pembentukan nagari-nagar di Sumatera Barai memiliki art
penting dan strategis, Arli penting di sini dititikberatkan pada kekuassan napar
untuk mengzembangkan seluryh potensi vang dimilikinya. Sementara makna
strategis memiliki kenotasi ruang dan waktu, Ke depan nagari-nagan di Sumatera
Barat akan mendapatkan momentum vang tepat dalam mengembangkan potens
daerah/magari vang dimilikinva. Guna  merealisasikan fujuan pengembangan
magari di masa-masa mendatang, maka proscs pengembangan tersebut harus
mengacu pada visi dan misi yang jelas, lingkungan strategis penvelengraraan
pemeriniahan  nagan,  memahami  posisi nagars  (resonrces  analyuses).
mempersiapkan faktor-faktor penunjang khususaya dalam mencapal keberbasilan
operasional pemerintahan nagar. Semuanva ini haruslah tertuang dalam rencana
strategls (steafepec  planning)  pemerintaban nagari ving  bersangkutan.
Keberhasilan im tentunya sangat bergantung pada keterlibatan masyarakal dalam
bentuk partispasi palitik vang diberikannya Khususnya dalam pembentukan nagari
di Sumatera Barat.

Ada beberapa pertanvasn yang akan dijawab berkaitan denzan penclitian
Ini (1) mengapa harus kembali ke nagari 7 (2) apa mmplikasi politk kembali ke
nagart tersebut M3} bagaimana  bentuk keterlibatan masvarakat  dalam
pembentukan nagan vang disyaratkan UU No 22/1999 dan Perda No.9 tahun
-000 7 Metode vang dipakai dalam penelitian inj adalsh metode kualitatf vang
dilengkapi denpan metode kuantitatif vaknl mengkuannlikasi temuan-temuan
dalam bentuk tabel frekuensi. Dar dikumpulkan melalui eknik partisipan
observasi dan wawancara mendalam findepth intervicw) dengan pedoman
wawancard vang telah disusun. Populasi dalam penelitian ini adalah beberapa
nagari di Sumatera Baral vang dipilih secara sengaja {purpossive sampding),

Hastl vang ditemukan bahwa pada akhirmva melalui pendekatan sosial
terhadap  masvarakar nagari  akan didapatkan  partisipasi penuh  dalam
masyarakatnya. Sebagaimana vang kita ketahui, meskipun angka  partisipasi
masyarakat dalam bermusyawarah dalam pembentukan nagari elah mencapai
nilai maksimal, tapi itw bukan berarti pada proses benkutnya vai tahapan
sosialisast dan tahapan permbentukan nagan akan tetap tingei. Ini terbukti tidak
semud  masyarakat  yang mampu  melakukan  proses  sosialisasi  dalam
pembentukan pagari tersebut.  Proses peningkatan  partisipasi juga sangat
bergantung pada kebijakan pemernintah dacrah vang aspiratif. Ada hal menank
dalam penelitian ini, dalam kenyataannya pemerintah daerah cukup aspiratif dan
akomodatif dalam merumuskan kebijakan kembali ke nagart, Dar penilaian
masyarakal nagari pada umunva pemerntah daerah sering melibatkan masyarakat
dalam proses pembuatan kebijakan vang berkaitan den gan aspek bemapari.



. PENDAHULUAN

konsekuenst loms dan Perda Mo 9 tahun 2000 adalah bagaimana pemerintah
kabupaten mempersiapkan nagari-nagar untuk dikembangkan dalam rangka otonomi
ini. Sebab dalam sejarahnya nagari atau dulunva dikenal dengan “Republik Kampung”
memiliki struktur polik dan kehakiman serta memiliki kewsnangan yang otonom
sepertt kuasa tleringg terletak pada majelis adat nagari {Kerapatan Ada Nagan)
{ Abdullah, 1992a : n.7)

Dengan semangat kembali ke nagan int tentunyva perlu ada persiapan-persiapan
vang matang mengingat konsep nagan itu sendint perlu vang dikaji wlang, Format
pembentukkan nagan haruslah sesuai dengan semangat zaman asar dinamika dan
perkembangannya sesuai dengan twjuan otonommi

Rencana pembentukan nagari-nagari di Sumatera Barat memiliki ari penting
dan strategis. At penting di sini dititikberatkan pada kekuasaan nagari untuk
mengembangkan seluruh potensi vang  dimilikinva  Sememtara makna  strategis
memiliki konotasi ruang dan waktu. ke depan pagari-nagari di Sumaters Barat akan
mendapatkan momentum vang tepal dalam mengembanghan potensi daerabinasari
vang dimilikinya

Guna mercalisastkan tyuan pengembangan nagan di masa-masa mendatang,
maka proses pengembangan tersebul harus mengacy pada visi dan misi vang jelas,
linghungan strategis penvelenggarsan pemenntahan nagari, memahami posisi nagan
(resources analis), mempersiapkan  faktor-faktor  penunjang  khususmva  dalam
mencapal keberbasitlan operasional pemenntaban nagari. Semuanya ini harusiah
tertuange dalam reficana suwateps (sraeepic planning) pemenntahan nagan yang
bersangkutan

Mamun demikian, masth terdapat Kerancuan mengenai konsep “bernagan”™ im
Artinya, konsep nagari vanp vang termaktub dalam Perda WNo9 tahun 2000
mengandung makna yang ambivalen, Pertama. ia merupakan konsep vang telah ada
semenjak dahulu [ni berarti sepala “sesuatu” yang ingin dihidupkan kembali adalah
“sesuaie” vang pernah ada di masa lalu Bisa berupa adat, tradist, kebigsaan-kebiasaan,
bentuk pemenmiahan dan sebagainya. Keduga, idealnva konsep ini harus mengacu jauh
ke depan Ini berarti kesclarasan konsep ini dengan realita dan semanon) zaman harus
tetap dipertahankan. Konsekuensi dari pernyataan ini adalab nilai-nilai vang hidup
dalam pemenntahan pagan im harus mengadeps: nilai-nilal modemnisasi

Jika kita merujuk pada logika bahwa konsep bernapan ind Tebih merujuk pada
konsep penvelenggaraan pemerintahan nagari dengan sepala implikasinya {karena
lahirnya konsep ini adalah sebuah upaya menggantikan konsep pemerintahan desa yang
ada dalam UL WNo.3/1579), maka keberhasilan penyelenggarasn pemerintahan nagari
terkait dengan wujud  partisipasi aktif masvarakatnya, Terminolosi panisipasi dalam
pernyalaan inl mengandung makna vang luas Ta bisa meliputi budava {secara khusus
budava politik masyarakal selempat), perkembangan sosial chonomi masvarakat dan
aspek-aspek yundis vang hidup dalam masvarakat tersebut. Pamisipasi juga meliputi
bagaimana proses masyarakat berinteraksi dalam kehidupan politik. Keterlibatan-
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keterlibatan inilah vang pada akhimya melahirkan ruang publik [public sphere) bagi
masyarakat untuk terlibat langsung pada proses pembuatan kebuyakan (decivion
marking) Ini tentunya sangat beralasan mengingat ruang lingkup nagari secara peografis
tidak begitu luas sehingza penstilahan “republik kampung” ini benar-benar melekat
dalam kehidupan politik nagari, Analogi yang tepat dalam proses keterlibatan langsung
masvarakat nagari adalah dengan merujuk pada sejarab dimana lahimya demakrasi
langsung (direct democracy) di zaman Yunani Kuno, disini warsanegara vang hidup
dalam negara kota {cin stare) melibatkan dire secara aktif dalam proses pembuatan
kebijakan di suatu majelis yang namanya ecclesia (J Rapar - 2001),

Schagaimana diketabui bahwa upava melibatkan partisipasi masvarakat dalam
pelitk sangat terkait dengan budava politik masvarakat vang ada. Imi berarti, proses
yang berlangsung sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai, sikap dan orientasi yang divakini
oleh masyarakat 1ersebut. Nilai-nilai adat dan tradisi Minangkabau sangm menjunjung
tnge proses  musvawarah dan mufakar dalam mepentukan swary Kehijakan untuk
masvarakatnya (publik). Ini terhibat dengan ungkapan-ungkapannya vang sangat
ecalitanian, dudvak swrang basampik-sampik, duduat basamo bolapang-lapang.

Partisipasi masyarakat nagari harus  ditanamkan dad  tahap awal  [Ini
mengandung makna bahwa rasa memiliki nagan secarn dini akan tertanam dalam
kehidupan masvarakatnya apabila mereka dilibatkan secara akuf dalam pembentukan
nagari. Proses vang 1deal harus lahir adaleh semangat membentuk nagar (kembali ke
nagari} harus bermula dan masyarakat (grassroos) Ini harus disepakati bersama Jika
nagart harus “lahir™ dari rahim pemerintah, dalam arti— bahwa nagan adalah rckayasa
sosial politik pemenimah, sesunprguhnya ini tdak akan dapat berjalan secara efekuf
Dan realitas vang berkembanyg bahwa untuk Daerah Sumaters Baral bahwa napaci yans
dijadikan pilet project berjumlah 250 buah dan 543 nagan vang ada di Sumatera
Baral.

Sesunpeuhnya, partisipasi masvarzkat dalam  pembentukan nagart  dapal
dikatakan suatu proses politik. Dan proses politik dalam pembentukan napari ini samgat
bergantung pada kulter masvarakatmyva Kultur sarat dengan nilai, norma, ide dan
sebagainys. Dan pada akhirmya nilai akan membentuk sehuab orientasi khususnya
orientasi kehidupan di hampir setiap dimensi. Dengan dasar inilah partisipasi politik
masyarakal terbentuk. Dalam konsep politik, panisipasi (partisipatif) merupakan salah
satu varian budaya poliuk, disamping budaya politik parokial dan subjekaif

Adar Minang memiliki orientasi vang jelas terhadap suatu proses sosial. Nilai-
milar adat istiadat itw menjach kerangka dasar {(basee valies) interaksi antara individu
dengan individu atau individu dengan lingkungannya Proses sosial budaya, misalnya
menyangkut pembentukan nagari sarat dengan milai-nilal adat istiadat vang bermuara
pada lahirmya semangal kegotong royongan, nilai musyawarah mufakar vang lentunya
merupakan awal lahimya suatu bentuk partisipasi dalam masvarakat,



IL PERUMUSAN MASALAL

Sangat dikhawatirkan bahwa sesunggubnya jika lahimya kehidupan bernagari
adalah scbuah kehendak politik (pofirical will) elite lokal tanpa melibatkan aspirasi
masyarakat secara aktf Ini menvangkut  bagaimana publik {masyarakat) merasa
menjadi bagian penting dan proses pembuatan kebijakan tersebut, Idealnya haruslah
ada diskust publik (ruang publik) yang terbentuk untuk membentuk nagar di daerah
mereka masing-masing. Jika ini tidak terjadi, maka gejala ini akan membawa dampak
ke depan terhadap efeklifisas penvelenggaraan pemenintahan nagari. Pemerintah nagari
juga harus mensyaratkan akuntabilitas publik (public uceountabilin, Yang Mmenjanmin
keberpihakkannya kepada masvarakat banvak,

Ada beberapa pertanvaan vang akan dijawab berkaitan dengan penelitian ini
(11 mengapa harus kembal ke nagari 7 (2) Apa implikasi politik kembali ke napari
tersebut 7 (3} Bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat dalam pembentukan nigarn
vahge disyaratkan UL N0 2271999 dan PERDA Mo 9 /2000 7

HL TINJAUAN PUSTARA

Ada dimamika vang menank tatkala exploric otonomi melanda daerab-dacrah
i Indonesia. Perseteruan kepemilikan kewenangan (otoritas) vang wvang danppap
sebagar hak-hak politik menjadi rebutan antara pemerintah pusat dengan pemerintah
kotakabupaten. Dalam kenvataagnnya |, dalam pemberlakuan otonomi ini pemeriniah
pusat masih terkesan tartk ulur dengan pemerintah provinst. Atau di tingkat lokal
adanya kewenangan tank ulur pemenintah provinsi dengan pemerintah kota'kabupaten
Dian ironisnva, fenomena ini lebih intens pada bagaimana meningkatkan sumber-
sumber pendapatan (revenue), dan bukan pada bagaimana mengupavakan pemngkatan
mutu layanan publik iprebiic service) bagl masvarakat lokal. Dan bag Pemerintah
Dacrah  Sumatera  Barat, euphoris otonomi  ini disikapi  dengan bagaimana
mengupavakan kemball kehidupan bernagari, Karena nagari adalah representasi
kehidupan masyarakat vang demokratis vang dulu pernah ada dalam kehidupan
masyarakat Minangkabau

Dalam realitasnya, implementasi Perda Mo 92000 tentang Pokok-Pokok
Pemerintaban Nagari membaws implikasi dalam kepolitikan lokal. Banvak kalanpan
berpendapat bahwa Perda No. 92000 ini justeru menjadi komoditas politik elite lokal
untuk mencart keuntungan dari rasa simpali masvarakat, Substansi Perda ini dipandang
sangat tidak signifikan uniuk akselerast pembangunan. Mensapa 7 Karena variabel-
varlabel sumber dava manusia di nagan memang belum disentuh sama sekali. Padahal
untuk menyelengearakan pemerintahan pagari ads dua hal yang harus menjadi
perhatian pemerintah daerah, pertama, bagaimana meningkat akses politik masyarakat
ke sistemn poliik lokal. Kedua, bagarmana memberi peluang vang maksimal pada
masyarakat untuk mengelola sumber daya alamnya. Semangat zaman vang terkandung
dalam konsiderans perda tersebut telah menggugah kesadaran banyak pibak untuk
membuka kembali catatan sejarah daerah ini. Bahwa dulunva, sudah ada suatu entitas



politik yang hidup di masyarakat Minangkabau vang dikenal dengan nagari. Nagar
{kampung) ialah suatu unit kawasan vanp ada strukiur politik dan lembapa kehakiman
Dengan demikian, di dalam penvelengearaan kekuasaan nagart ternyata juga diiringi
oleh kekuasaan politik vang otonom. Jadi apa vang menjadi cirl nagan dapat di
analogikan menjadi sebuah “republik kampung” (Teuyoshi Kato ; 19827 Dibalik
dialektika sejarah Minangkabau tersebut, ternyata konsep otonomi telah lebih digly
mengakar dan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakatnya.

Alurar-aturan yang tegas dalam pelaksanaan pemerintah nagari ini masih belum
sepenuhnva  representatifls Dengan semakin banvaknya inpul-input dari banvak
kalangan yang harus diaspirasikan dalam penyelenggaraan pemenntzhan ini, maka
dikhawatirkan akan muncul bhanyak kelemahan, Di antaranva adalah kemampuan
sumber daya manusia di tingkat bawah menginterpretasikan pasal demi pasal dalam
perda tersebut vang udak sesuai dengan realitas vane ada. Menafsirkan perda tersehut
tentunya  haruskah bersesuaian dengan visi dan misi vang diemban oleh suatu
pemerintahan apakah provinst, kabupaten atau nagart. Munculnva semangat kembal) ke
nagari merupakan “satu langkah mundur” kalau hanva sebagai upaya kemball
menghidupkan semangat kedaerahan (di tngkat napan adalah semangat kesukuan)
dengan nifai-nilar adat istiadat dan tradisinva. Karena dalam realitasnya nilai-nilai
sudah menjadi keniscavaan bahwa ia harus bersingungan  dengan  [enomena
ulabalisasi. Ini berarti milai adat dan tradisi harus berada “beberapa langkah kedepan™
untuk dihidupkan dalam di dunia modemn. Selain i, persoalan lain vang diperkirakan
akan menjadi ganjalan dalam implementasi perda ini adalah sebuah Kenyatan bahwa
entitas politik masvarakat di Sumetera Barat tidaklah homogen Ini berari masih ada
entitas lan yang secara suky bangsa bukanlal orang Minangkabau, Tentunva ini akan
menjadi persoalan vang serius ke depan

Sesungeuhnya, makna strategis, keinginan untuk kembali ke penyelengearaan
pemerintahan nagari im harus dipahami oleh banyak pihak-——-yvailu apa urgensi
program kembalt ke nagari (back (o mogur) tersebut. Dengan mengetahw hakiki
konsep imi, maka yang menjadi tujuan akhir yang ingin dicapai dalam ber bermagari
akan  terwwudkan. Ada beberaps hal wvang mesti menjadi perhatian dalam
penyelenggaraan pemenniazhan nagar, pertama, adanya makna proses berdemokrasi
Artinya, ketika kewenangan-kewenangan politik (poliico aiitharitv) menjadi sesuatu
vang signifikan dalam pemerimaban napar, maka ssat itulah secama bersama-sama,
masyarakat harus wampu melakukan proses konirol  sosial terhadap  jalannva
pemerintahan nagan. Fungsi kentrol ind dilembasakan dalam Radan Perwakilan Anak
Nagari (BPAN). Dengan demikian makna dari keinginan baik {goodwill) pemenintaban
magari untuk  merespons  masukan  dari masyarakat  akan terpenuhi demi
tersclenggaranya pemerintahan nagari yang demaokratis.

Eetika kewenangan vang dibenikan kepada nagari menjadi acuan dasar
Uramework) pengembangan pemerintahan nagar, di saat itu juga akan dimungkinkan
muncul  penyalahgunaan  kekuasaan (abuve of power) Yang dikhawatitkan datam
penyelenggaraan pemerintahan nagart ini adalah kekuasaan politik di tingkat nagar
vang terfaly berlebihan sehingga menjadikan  pemerintahan hagan arogan dalam



memenintah. Inilab kekhawatiran kita akan muncul “struktur kekussaan raja-raja kecil”
vang minta dilayani dalam penyelenggaran pemerintahan daerah. Inilah paradoks yang
dikhawatirkan dalam konsep kembali ke nagars .

kedua, otonemi daerah yang diturunkan, pada ranah publik  (grassroos)
dengan konsep kembali ke nagari disadari memiliki kelemahan struktural alaupun
kultural, Secars strukiural, kualitas sumber daya manusia (SDM) pagari belum
memungkinkan untuk  mewujudkan visi dan  misi pelaksanaan  pembangunan
masyarakatl lokal {baca : nagar) sebazaimana dikandung oleh semangal otonom
dagrah. Sesungguhnya dalam implementasi konsep kembali ke napar harus juza
mempersiapkan SDM - nya dengan pelatihan-pelatihan vang bersifat individual
ataupun kelembagaan, seperti bagaimana MENYUSUN PErencandan strategis (sirateaic
Planming) lembaga dalam hal ini pemedniahan nagart dalam menjalankan funesi
pembangunan, pemberdayaan dan pelavanan masvarakatnya, Sementara  secara
Kultural, parsoalan keinginan memposisikan “putera daerah” menjadi discourse pada
latanan masyarakal bawah T entunva tidak menguniungkan  bapi  upaya
memberdayakan nagari itu sendin. Karena memang, dalam memposisikan masyarakat
dalam kehidupan wang lebih demokratis vang harus dikedepankan semangpat
epalitarian, pluralisme  dan kosmopolit Sikap mengeksklusitkan diri, justru akan
menimbulkan perteniangan dalam masvarakat, Tentunya ini akan menfadi tugas utama
komponen-komponen nagari meyvakinkan masvarakatnya untuk selalu rerbuka terhadap
ras, etnis, dan golongan vang hidup di masvarakainya.

Retiga, persiapan vang nampak  sekaranp khususnya  vang  dilakukan
pemerintah kabupaten dalam penvelenggaraan pemerintahan nagart telah tenebak pada
persoalan pembuatan peraturan-peraturan yang ruang lingkupnya tidak mengantisipasi
pengembangan nagari ke depan. [m perle menjadi perhatian mengingal tujuan
pelaksanaan  otonomi  dacrah  pada  shirmva  akan mengarah  pada  bagaimana
menciplakan pemerintahan vang berkewirausahaan { eritrepreneurial local government)
vaitu pemerintahan yang inovatif dan berorientasi pasar serta menfokoskan tujuan pada
pemberdavaan masvarakat lokal Artinya,  fungsi-fungsi pelayanan publik (opkiic
services) vang divpavakan melalui mekanisme pasar akan disediakan oleh beberapa
penyedia layanan jasa (service provider) hagi masyvarakat lokal. Pada akhimya posisi
pemerintah  kabupaten hanva  sebaopi lembaga penpatur  dan pengawas  dalam
pemberian layanan jasa tersebut.  Ini berarti, pemerintah kabupaten akan melakukan
intervensi apabila mekanisme pasar tidak lagi menjamin keberpihakan dan keadilan
bagi masyarakatnya (D, Rondinelli & G. Cheema, |983)

[nilah yang harus menjadi  perhatian prhak-pihak  vang  berkepentingan
(sterkeholders) dalam menvikapi otonomi daerah dan konsep kembali ke nagari. Dan
periu diparisbawahi bahwa otonemi daerah bukanlah segala-galanya, sebab otonomi
adalah salah satu cama dalam meningkatkan partisipasi masyvarakat lokal dalam
pembangunan serta mewujudkan kehidupan yang lebih demokratis dan berkeadilan.



IV. TUJUAN PENELITIAN

Seeara umum tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini -

I Mengkaji secara mendalam urgensi konsep kembali ke nagar dengan melihat
bentuk partisipast politik masvarakat loka! dalam proses pembentukan nagar serta
relevansinya dengan sistem kepolitikan di tingkat nasional.

2. Membangun dan memperbaiki institusi di napari Leapacity buwlding areanizations )
vang mendukung terselenpparanva pemerintaban nagar vang efektil dan efisien
dengan keterlibatan masyarakatnva secara aktif melalui masukan-masukan | i |
vang ditemukan dalam penelitan ini.

V. RONTRIBUSI PENELITIAN

1. Secara praktis penelitian ini dibarapkan mampuy membangun dan memperkuar
nstitusi dan aparatur pemerintzhan nacar vang dapat menciptakan iklim vang
komdusif bagl masyarakat untuk berperan sera dalam pembangunarn.

Secara akademik, penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan swal untuk
penzlitian lanjutan dengan maksud mengembangkan iimu penpetahuan khususnva
yang berkaran dengan masalah polk di tingkat lokal,

0

VL METODE PENELITIAN DAN ANALISA DATA

Metode vang dipaka: dalam penelitian ini adaloh metode kualicatif ying
dilengkapi dengan metode Kuantitatif  vakni menskuantifikasi temuan-temuan dalam
bentuk tabel frekuenst Data dikumpulkan melalyi  teknik partisipan observasi dan
wiwancara mandalam findeptfn imervicw) dengan pedoman wawancara vang telah
disusun. Populasi dalam penelitian ini adalah beberapa nagan di Sumatera Barat vang
ciptlth secara sengaja ( prrpossive). Ada tia Kabupaten di Sumatera Barat untuk tahap
inistast i dijadikan nagari percontohan  dalam penvelengraraan pemenntahan
nagan. vaitu Kabupatwen Limapuluh Kota, Kabupaten Tangh Datar dan Kabupaten
Solok. Dan tiga Kabupaten ini dipilih masing-masing 2 {dua) nagari denpgan cara
sengaja (purpossive sampling).  Adapun vang menjadi pertimbangan  mengaunakan
whnik purpossive sampling ini adalah upava untuk mencakup daa vang dapat
menggambarkan keterwakilan masyarakat di daerah rural dan eban, Adapun pagan
vang lerpilih adalah Kenagarian Aripan dan Kenagarian Gantung Ciri (Kab, Solok) ;
Kenagarian Andaleh dan Kenagarian Gunung Rajo (Kab. Tanah Datar) dan Kenaganan
Mungka dan Kenagarian Koto Tangah Simalanggang (Kab. Limapuluh  Eota)
Sebagaimana diketahui secara signifikan status sosial ckonomi, tingkat pendidikan
masyarakal, nilat-nilai vang berlaku dan informasi ya ng dimiliki di kedua wilayah vang
berbeda. Dhisamping itu, melalai metode prrposive srmipdfong diharapkan masalah
penelitian dapat terjawab. Ini penting untuk menggambarkan bagaimana parisipasi
masyarakat sesunggubnya. Temunya  secara langsung kondisi ini mempengaruhi



bagaimana bentuk partisipasi masyarakat kKhususnya dalam konteks pembentukan
nagar. Dalam wawancara mendalam (indepti inferview] tmi beberapa tokoh
masyarakat dijadikan sumber informasi diantaranya Wali Magari, Ketua BPAN, wkoh-
tokoh masyarakat seperti ninik mamak, alim wlama, cerdik pandai, tokoh pemuda dan
bundo kanduang  Pada akhimya analisa vang akan ditampilkan lebih cenderung
menggunakan pendekatan deskripsif analitis,

VIL JADWAL PELAKSANAAN

Pelaksanaan Penclitian dilaksanakan selama 3 bulan, bersama dengan anppata
penelitian vang lainnya. Data lapanpan diperoleh dengan wawancara mendalam dan
obsecrvasi vang dicatat denpan mengunakan catatan lapangan,

VIIL PERSONALIA PENELITIAN

Mo, Nama Colongan Jabatan Bidang lmu

L. Dirs Tamrin [ A Fetua mu Politk
NIP, 132 23000 |717 '

2 Rahmaida EGF Mihs Angeata [hms Palitik

3. Dhs Bakaruddin, MS v A Fembimbing  lmu Politk

NP 131 474 B23

IX. HASIL PEMELITIAN

1. Urgensi Kembali Ke Nagan

sebagaimana diketahut, nagan merupakan wilayah teritorial masvarakal vang
mempunyai  kaitan dengan  sistem  kekerabatan  matrilineal Sebab, pka  dikay
keberadaan entitas nagar terdin dari kelompok swkn, pavticny, parndd serta koanm,
Keberadasn sustu nagari sangat ditentukan oleh keberadaan suku-suky dalam nagari
terscbut.  Batasan secara cksplisit bahwa jumlah suku merupgakan sesuatu yanp
determinan dalam pembentukan nagari cenderung debarable.  Akan tetapi secar
normatif (persyaratan normatif), minimal ada empat kelompok suku, masing-masing
suku  telah dilengkapi dengan hara bendanya yang disebut ulayar Pengaturan
distribusi kekavan nagari ini Juga diatur dengan suatu aturan vang disebut dengan
‘undang adat" yang meliputi undang-undang dalam nagar, undang-undang nagari,
lurah dan rantau sena undang-undang nan § dan 12 (Alis Maradio - Makalah Seminar
PSKD - LA, 2001

Sejak UL MNo.S tahun 1979 diberlakukan oleb pemerintah pusat, sejak itu pula
sedikit demi sedikit sistem kenaparian mulai ditinggalkan. Melalui kebijakan ini,
pemerintah pusat bermaksud menyederbanakan struktur pemenntahan hingga ke
tingkat desa. Karena Kualitas masvarakat di tingkat desa memiliki  struktur



pemenntahan hingga ke tingkat desa. Karena realitas masyarakal di fingkat desa
memiliki struktur pemenintahan yang berbeda-beda sehingga menyulitkan pemerintah
pusat. Inilah salah satu alasan mendasar mengapa pemerintah pusal memberlakukan
penyeragaman  struktur pemerintahan hingpa ke tingkat desa.  Namun dalam
kenvataannya alasan ini tidak semata-mata menyangkut masalah administeatif, Dari sisi
politis kebijakan ini ternyata sangar terkait dengan kebijakan massa mengambang
(Hoating mass)  dan upaya penyeragaman perwakilan kepentingan (korporatisme
negara) yang diperlukan oleh Negara Orde Baru uniuk mendukung kekuasaannya,

Konsekuensi logis dan implementasi UL No. 5 Tahun 1979 Ini ternvata
berdampak pada semakin lunturnya nilai-nilai ashi masyarakat lokal. Nilai-nilai vang
dibangun atas dasar adat istiadat dan tradisi "dipaksa” harus bisa menyesuaikan dengan
milai-nilai kebangssan (nation character building Tentunya, fenomena ini jupa
mempengaruht nifai-nilai masyarakat minangkabau dalam bernagari sebagai unsur
terkecil dari struktur pemerintahan di Republik Indonesia,

Nagan tumbuh dan berkembang dalam masvarakal Minang denpan kondis
vang beragam. Magari-nagan di ranah Minang memiliki ciri dan karakter vang herbeda
vang di dalamnya terdapat juga nilai adat vang membedakan satu nagan dengan nagar
vang lainnya. Ini dapat dibuktikan dengan keberadaan Lembaga Adat (LAN} di setiap
nagart yang tidak saling berhubungan dalam pelaksanaan fungsi dan perannva. Hal
terpenting vang patut dikemukakan disini adalah adanya dialektika hubungan strukaur
pemerintaban nagan dengan eksistensi pemerintah Republik Indonesia. Ini perly
diketengahkan mengingat kebijakan otonomi daerah vang berdasarkan UL Mo.5 tahun
1974 yang diganti dengan UL No.22 tahun 1999 telah memunculkan senirifugal
kekuasaan di daerah-dacrah

Seperti” diketahui hahwa magari-nagari tersebul diatur secara adat Magar
meTupakan perdempetan antam sistem tertinget dari adat Minangkabau dengan sisterm
terendah dan pemerintahan Republik Indanesia MNagari dari sudut adat adalah struktur
vang tertingi dan dan segi pemerintahan nepara adalah vang terendah. Kalay dilikas
dari segi adat, nagari adalah sate kesstuan adat. Dan Jelas, adat ity berkembang
sebagaimana penduduknva (Muchtar Naim, Majalah Nagari, APDN Bukittinggi Mei
1980y Tak jarang  terjadinya perhenturan antara nilai-nilaj kemasyarakatan dengan
nilai-nilai kebangsaan vang "dipaksakan" neparm.

Salu langkah maju dalam proses kebangszan vang  telah  diterapkan aleh
pemerintahan reformasi adalah dengan menerapkan UL otonomi daerah  dengan
menghargal nilai-nilai lokal yang berkembane dalam masyarakat. Suatu bukt bahwa
dalam penjelasan UL No 22 tahun 1999 secara cksplisit dinyatakan bakhwa prinsip-
prnsip  pemberian olonomi  daerah diantaranya  adalah  memperhatikan aspek
Cemokrasi, keadilan, pemerataan, serta potenst dan keanekarsgaman Daerah Sumaters
Barat. Berdasarkan itulah nilai-nilaj bernagan kembali dihidupkan dalam kehidupan
masvarakat Minang,

Akan tetapi, ada hal yang salah kaprab ketika Pemeriniah Daerah Sumaters
Barat mencanangkan kebijakan kembali ke nagari. Perda No.9 Tahun 2000 vang
merupakan landasan yuridis kebijakan tersebul di interpretasikan beragam  dan



cenderung berbeda-beda. Ini merupakan konsekuensi logis dari belum adanya petunjuk
teknis ataupun petunjuk pelaksana dari Perda ¥ang telah dibuat pemenntah daergh,
Ambil contoh, munculnya keinginan masvarakal untuk membentuk nagar atau
memekarkan nagari di daerah vang adakalanya tidak  mengindahkan aspek
administratif, jumlah penduduk, seografis dan sebapainya. Alau adanya ketidakjelasan
tugas, fungsi dan pokok struktur pemerintaban nagari vang dibuat, Memang kita harus
merespon positif keinginan masyarakat tersebut apabila alasannva tepal Sebab
pembentukan nagan atau pemekaran suary nagari, harus mempertimbangkan banvak
segl. Dhamtaranya, pertama, jelas suaty nagar memiliki sistem adat vang berheda
dengan nagan lain dan ini secars adat  “sulit” untuk dipertemukan (disatukan).
Mungkin secara admunistratif pemerintah dapar dilakukan tapi tidak secara ada
kedua, masalah jumilah penduduk. Barangkall pemberlakukan Ui No.5 tahun 1979
selama ini telah memecah-mecah kenagarian menjadi desa-desa Pemecahan ke dalam
beberapa desa vang berdasarkan jumlah penduduk inilah pada masa berikutnya, sepert]
sekarang ini, berdampak pada keingianan untuk meruhah desa menjadi nagari baru,
Padahal untuk menjadi suatu magan perlu adanya persyarcatan yang tidak saja normatif
lapi realitas seperti haris adanva pasar nagart, badan musvawarah nagar sebag sesuatu
vang inheren dalam masavarakar. Hal ing diungkap oleh Tsuvoshi Kato ( 1982}
"berbatasan sempadan-sempadan semula jadi atau vang dibuat oleh My fusia,
nagari ialah suats unit, kawasan yang ada strukfur politik dan jentera
kehakimannya, la merupakan pencmpatin yang paling sempurna yang diikeiraf
oleh adat. Satw  penempatan hanya menjadi nasari bila g mempunyai
kemudahan-kemudahan sepertl falam raya, tempat mandi awam, dewan
mesyuarat, schuah masjid dan padang untuk riadah dan syban™

Hidup bemagan merupakan karkter dasar dari masyarakat Minanpkabay, [z
mencirikan suzti bentuk gaya hidup yang kurang lebih sama dengan apa vangz dikenal
sckarang ini vaitu demokrasi, Nilai-nilai vang dikandung dalam penvelengparaan
nagan (pemerintaban) persis sama dengan penvelenggaraan negara demokrasi. Sebapai
contoh bahwa nilal demokmasi di nagari beriumpu pada empat nilai dasar adat vait
Budi, akal, ilmu dan patut. Empat nilai dasar inj Juga mendasari proses musyawarah dan
mufakal dalam Masyarakat Minang vang bersesuaian dengan ungkapannva  vaitu
famak dek awak katuju dek urang, Masyarakat Minang jues dikenal egaliter. Inj
lergambar dalam ungkapannva vaitu kammnakon saparentah jo mamak, mamk
Saparentah jo penghulu, penghlu saparental jo mufakat, mufokar saparentali jo
bana.

[ntlah gambaran singkat perlunya kembali dihidupkan sistem bernagari. Selama
ini sentralisasi kebijakan yang dilakukan pemenintah pusat berdampak buruk terhadap
Masyarakat lokal khususnya di Ranah Pinang. Hasil pembanpunan tidak sepenuhnyva
dapat dinikmati semua orang. Akibatnya vang lahir adalah disparitas  dalam
masyarakat. Partisipasi masyarakat lokal dalam pembanzunan pun melemah, Kita dapat
melihat secara riil benar bahwa kebijakan kembali ke nagar memiliki makna sirafegis
YRitu upaya meningkatkan pembangunan dacrah dan peningkatan  kesejahteraan
masyvarakat di tingkat vang terendah (grassrocts) Pembangunan akan dapat dirasakan



secara maksimal apabila pada proses pembangunan ity sendin banyak melibatkan
masyarakat.

I Partisipasi Dan Keterlibatan Masyarakat Dalam Bernagari

Dalam konteks politik, partisipasi merupakan perwujudan orentasi individuy
terhadap fenomena polink. Melalui orentasi inilah individu akan menunjukan sikap
serta tindakannya merespon situasi vang dihadapinya. Namun demikian, orientasi. nila;
dan norma yang dimiliki individu dalam proses interaks: dengan gejala politik—-- itulah
yang disebul budaya politik. Sebagaimana dijelaskan oleh Almond dan Verba (1963 )
bahwa bentuk  budaya palitik  vang paling  menguntungkan dan  baik  untuk
demokratisasi adalah budava palitik parisipan. Artinyva, individu memiliki sense e
reafinies terhadap kenvataan-kenyataan politik dan sadar akan peran serlanva dalam
proses polittk tersehut.

Proses pembentukan nagari di Sumatera Barar vang melibatkan masvarakat
merupakan bagian dari parisipasi politik. Kita dapat melibat bagaimana proses dan
keterlibatan masyarakat tersebut. Perly diketahui bahwa vang paling mendasar dari
parisipasi politik  tersebut adalah adanva kesadaman politik {political copseamnesy)
Individu. Ketika individu sadar dengan apa vang dilakukannya, maka pada tingkatan
vang paling rendah ia telah mulai memasuki darmerin partisipasi palitik.

Tingkatan kesadaran politik masyarakat di dalam pembentukan nagan di
Sumatera Barat dimulai dari beberapa bentuk keterlibatannyva vang dibagi ke dalam
tahapan-tahapan proses berikut, pertama, musyawarah dalam pembentukan napar;
Sebagian besar masyarakat terlibat dalam tahapan pembentukan nagar deengan
musyawarah. Secara formal mereka memusyawarabkannyva dalam dalam kerapatan
adat nagart (KAN)Y. Nilai ini merupakan nilai dasar dalam konteks bernagan vang kita
tahu telah ada sejak ratusan tahun vang lzle, Keduwa, sosialisasi kembali ke nagar
Meskipun tabapan ini cenderung dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat saja, akan
letapi 2 memiliki makna dalam proses peningkatan partisipasi masvarakat Sebab
sostalisasi memerlukan proses vang panjang dan intens. Melalei proses inilah akan
terbentuk partisipasi.  Sosialisasi politik sering terjadi di beberapa wilavah individu
seperti. sckolah, lingkungan kega, leman sejawat dan schapainya. Sosializasi politik
Jugit membutuhkan kemampuan pemahaman milad dad individy lerhadap apa yang
disosialisasikan, Oleh karenanva tidak semua masyarakat yang mampu melakukan
proses sosialisasi dengan baik. Dari kecenderungan vang teradi ferlihat bahwa tokah
kunct yang memang memiliki kewajiban moral untuk memberitahukan pada seluruh
masyarakat (anak nagari), hanva schanvak 56,52 9% responden menpakui  telah
mensosialisasikan kebijakan kembali ke nagan. Ketiga, adalah tahapan mengajak
masyarakat untuk membentuk nagari, Meskipun tidak terlalu aktif, telah terlibar tokoh
kunci dalam masvarakal di tiga kabupaten mengajak masyarakatnva  untuk terlibat
aktif dengan kesadaran penuh mendukung proses pembentukan nagari di dacrah
mereka.

Yang menarik dad sikap masyarakat adalah bahwa mercka baik secara
langsung ataupun  tidak, merasa telah dilibatkan dalam membicarakan masa depan



dacrahnya. Misalnya, masalah program kembali ke nagari, sebanyak 86,83 95
masyarakal merasa yakin denpan masa depan dacrahnva melalyi program kembali ke
nagarl. Sctelah dikay secara mendalam lernyata sikap optimis ini berkaitan denpan

proses pembuatan kebijakan ite sendin yang melibatkan masvarakat secara aktif
Tubel 1.

Frekuensi kab. Tanah Datar | Bab Limapuluh Kota | Eab. Solok
[ Tidak Pernah - 20 By . |
arang 30% 30 %o | 66.7 % —I
| Sering 50 % 309 | 31,3 %
| Seringkali | 20 % [ 20 % | - E
| Tidak Tahu | - ! - _ : |
Feranyaan © dpakah pemeriniah doeral kabupaten dalam membug kedijakan vong berbiinme kombal

det encrigard berefaoarkon el masenakat 7 op= 23

FPartisipasi pembentukan nagan di tiga kebupaten tersebut memiliki hubungan
finear dengan bagaimana masyarakat memandang kebijakan kembalj ke nagari, Proses
sosialisasi Peraturan Daerab Provinsi No O tzhun 2000 ditindaklanjuti dengan
pencrapan  peraturan  daerah  oleh masing-masing  kabupaten, Melajyi kebijakan
pemenintah daerah Kabupaten Tanah Datar, maka dikeluarkan Perda No. 17 1ahun 200 |
entang Pemernintabun Mapar.  Begit Juga dengan Kab. Solok dengan Peraturan
Dagrzh Kabupaten No 4 tahun 2001 dan Rabupaten Limapuluh Kota dengan Peraturan
Daerah Kabupaten No. 1 rahun 200 Dengan demikian, perda vang dikeluarkan oleh
masing-masing kabupaten menjadi bagian inheren dari aspirasi masyarakat. Ini terhuky
bahwa 91,50 % tokoh menyvetujui diberlakukannya kebijakan kembali ke nagar. Dan
sudah tentu bahwa hanya sebagian kecil vang menolak kebijakan tersehul dengan
alasan yang beragam.

. Walaupun demikian, terdapat hubungan vang simetrikal anara sikap setuju
masvarakat terhadap pemberlgkukan kebijakan kembali ke nagasi denpan tingkat

pemahaman  masyarakar  kh ususnya  vang  berkaitan  dengan  penvelen Tearaan
pemerintahan nagari.
Tabe| 2. _
| Jawaban Responden Kab. Tanah Datar Eab. Lirmapuluh Kata kb Solok
KT Bl % 70 &, 65,7 % |
Tidak 10% ' 20 % - !
_Ragu-Ragy 30 % | 109 3.3 %
Tidak Tiha | - | - .
Pertanvaan Memirnt pengamatan ik, apeikih vkl dising memalicm; k!

PenvelenEEram pemerintoahian hagwred o= 23

SECATE  leoritls  pemahaman masvarakat harus  dibangun  melaly; proses
pembelajaran. Dalam hal ini varjabel vang dominan dalam proses tersebut adalah
adalah pendidikan. Menurut Oliver H. Woshinsky (19935) salah samy vanabe] yang
berpengaruh dalam partisipasi masyarakat adalah variabel pendidikan it sendim, Lebih
lanjut Woshinsky mengatakan |



"Education stands out a3 the sin gle best predictor of political involverment. Every
study of political participation has shown that, no matter what the setting, the
more years of formal schooling, people have, the more likely it is that they will
engage in political activities™

Kita dapat melihat secarg jelas dalam realitas masyarakat adanya disparitas
pendidikan antara masyarakat kota dengan masvarakat desa. Proses pemerataan
kesempatan belajar yang belum sempurng antara masyarakat i daerah prban dengan
masyarakat rural berdampak pada pembentukan budaya politik masvarakat di nagari
Jelas sekali, masvarakat di daerah pedesaan lebih cenderung mengedepankan unsur
kognitif vang rendah ketimbang masyarakat di dasrah perkotaan vang lebih rasional.
Perbedaan pendidikan inilah vang ditemukan dj beberapa dacrah pedesaan di Sumatera
Barat. Bahwa dalam kenyataannyva masvarakat dj perkotaan lebih baik pendidikannyy
ketimbang vang di dacrah pedesaan

Scbagaimana vang dijelaskan sebelumnya bahwa kembali ke pemerintahan
nagari adalah sangat terkan dengan aspirasi budava dan politik Musvarakal Minang.
Dian hasil identifikasi lapanpan ini dapat dibuktikan dengan indikasi sehagaimana
alasan yang diberikan masyarakat. Pertama, bagm Masyarakal Minang, Pemerinaban
Magari  adalah representasi kehidupan vang lebih demokratis. Ini berkaitan dengan
melugsnya keterlibatan masyarakat {public sphere) dalam proses pembuatan kebijakan
publik di tingkat pemerintahan yang terbawah. Kedua, Pemernintahan Magari secara
filosolis dan normatif merupakan perwujudan darl aktualisasi nilai-nilai adat dalam
kehidupan Masyarakat Minangkabau secara keselurghan Ketiga. alasan vang lebih
praktis bahwa Pemerintahan Nagari memben kesempatan pada masvarakat untuk
bersama-sama membangun dacrahnya. Sebab selama ini mereks merasakan bahwa
pemerintahan desa belum mampu MEnyerap aspirasi masyarakat,

" Berdasarkan alasan-alasan di atas sebapian besas responden berkeyakinan
bahwa "kemball ke nagar” akan mempengaruhi pola kehidupan mercka Beriku
dapat digambarkan secara kuanitatif bagaimana dampak perubahan yang telah, sedang
dan akan mereka alami melalui pertanyaan vang bersifat prediksi

Tabel 3.
" Perubzhan [y Masvarakat | Kah Tanah Dratar Ezb Limapuleh Koia kab. Solek ]
| F!Jsi.lil::-'l':mn_:tj Lin | A0 % B %y 11 3% =3
MeealifKemunduran . . .
Campuran Posicif & Megarif 40%; % | G5, T % |
Tidak Ada Perubahan 10 % . |
[ Tidak Perlu - - - |

Penanyaan o Meorur o, bagoaimanakah perniahan vang akan teodi & macerabar okiar
pemberfabuoe kebifokan "kembali ke Magari™? n= 323

Di satu sisi masyarakat menunjukan stkap vang "“ambigiou” dengan kebijakan
kembali ke nagari ini.  Ini terdibar dar] harapan-harapan masyarakat lexpectations)
terhadap pemerintah daersh dalam penyvelenggaraan pemerintahan magarl. Tepatnya
harapan mereka terhadap peran serta pemenintah dacrah secara aktif, Disinilah
sebenarmya kita mulai melihai hadirnva  ketidakpercayaan masvarakat terhadap
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kemampuan mereka sendir. Termnyata, partisipasi yang telah diberikan masyarakat
tidak semata-mata mendorong mercka untuk tampil di depan dengan seeala kreatifitas
dan movasi vang mercka miliki untuk menjalankan pemerintahan nagari, Gejala in
terlihat ada sebanvak 60,86 % tokoh masyarakal mengharapkan inisiatif dan
pemerintah dacrah untuk memajukan nagari. Ini menarik, idealnya melalui partisipasi
vang mereka berikan seharusnva inisiatif harus wmbul dart masyvarakat e sendin

Tapi kenyvatsannya tidak.  Masyarakat nagari masih mengharapkan peran aktif

pemerintah daerah. Apa alasannya 7 termyata faktor sumber daya manusia vang dimiliki
aleh nagari adalah alasan yang paling krusial Masyarakat menvadan dengan
rendahnya kualitas pendidikan formal vang mereka miliki dan pengetahuan tentang
aspek pemerintahan nagari vang terbatas akan berdempak pada  performance
emerimtaban nagan yang terbentuk Feinginan untuk melibatkan pemerintah dasrah
dalam bemagari juga didasarkan pada keterbatasan sarana dan prasarana untuk
menyelenggarakan pemerintahan nagari Yang jelas, akibat kelangkaan sumber daya
manusia dan sumber daya alam vang dimiliki suatu napari tersebut berakibat pada
inowvasi dan kreatifitas dari masyarakat nagad, Dan ini tentunya akan berpengaruh pada
bagaimana masyarakat untuk bermagari.  dad kendisi tersebut, hanva 3941 %
masyarakal vang berkeinginan untuk membatasi keterhibatan pemenintah daerah dalam
bemnagari. Dengan demikian, pada tingkatan  tenentu kita dapar bermsumsi bahwa
proses inisiasi dalam bernagari harus dimualai dar pemerintah dacrah dan selanjutnya
diiumbubkembangkan dalam kehidupan masyarakat nagari
Yang menarik justru pada sikap sebagian anak nagari terhadap masyardkat
nagan yanp ada di perantavan. Sehenarnya, dengan keterlibatan aktif anak nagart vany
ada di peramtavan paling tidak masalah-masalah vang dihadap oleh nagar clapat
diatasi. Namun sehagian besar masyarakat "menofak" keterlibatan tersebut Misalnva,
pertama, dari hal yang paling strategis vaitu dalam pengisian jabatan di dalam struktur
pemenintaban nagari Schagian besar  masyarakat menyatakan ketidaksetujuannya
apabtla anak nagar vang ada di rantau iku mengist jabatan di pemerintahan nagari,
Dari alasan keberatan masyarakat tersebul vang paling krusial adalah adanva angrapan
bahwa semakin memudarnva nilai-nilai adat istiada yang dimiliki oleh anak nagari
vang ada diperantauan, Pergeseran nilai inilah vang mengkhawatirkan masyarakat
NAZATL

Tahel 4,
| Sikap Masyarakat | Kab Tanah Datar | Kab, Limapuluh Kot Kab Solok |
| Setuju 10 % I 58, 13 % [ 113 %, |
| Tidak setupu 70 %5 A, 67 % &6, T % |
_Rapu-rapu 20 %o . - B

Pemanvaan = Apatah auda sergn, jike anak A g adin df ronvme mendisduki jahatan yong g
dalitm pemeriiialian magart ? n= 23

khedua, meskipun keberatan akan tetapi masih ada imeraksi sosial ekonom; yang
Intens antara masyarakat nagari dengan anak nagari vang ada di perantavan. Ing terbukt
bahwa sebagian besar anak nagari di rantau berkeinginan membanty nagannya dalam
melaksanakan pembangunan
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Tabel 5
| Frakuensi Parsentase
Tidak Pernah 13,04 %
| Jaranp 13,04 % E
_Beberupa kali 13,04 %
aering . 4350 By
| Tidak Perlu 1740 %

Femanvaan | Mermrrut amoa. apakalr ciwak rugari vine aea AT e Rty penvelenpgarim

PEMETIITRGN  apant oian pentbanmnag repnard  welvma il peeriniafenr dan
pretebarrmno desa) o= 23

Dalam penelitian lam juga pernah dilakukan vang melihat kecenderungan ini,
Meskipun mereka tidak setuju dengan menempatkan anak nagari yang ada di rantau
untuk jabatan strategis dalam struktur pemerintahan nagari, namun mereka memiliki
hubungan sosial ekonomi vang cukup intens dengan masvarakatmya [Intlah bapian
vang menarik dan aspek demokratisasi di Ranah Minang ini, Satu hal vanp patut
dikemukakan adalah—- bahwa partisipasi vang terbangun dalam masvarakal bukanlal
sesbatu vang bersifat mobilisasi ataupun  tawar menawar politik. Ini terbukti
bagaimana posist anak nagari vang ada di  peraniauan vang tetap konsisten
berpartisipast datam penyelengparaan pemerintzhan nagari meskipun mereka tidak
memperoleh jabatan dalam struktur pemerintahan nagari

A KESIMPULAN

kita tidak dapat menalikan bahwa kebijakan kembali ke nagart merupakan
bagian tiduk Jangsung dar perubahan dunia vang cepat saat ini vailu plobalisasi
Bagaimanapun kebijakan vang diambil pemerintah sangat herpantung  pada  srend
perkembangan masyarakal di lingkungan regional maupun intermasional. Kita Juga
harus menvadan babwa masyarakat nagan merupakan bagian integral dari komunitas
masyarakal intemasional. Dengan demikian, suka atau tidak suka. siap atau tidak siap,
proses globalisasi akan dan telah mulai melanda masyarakar lokal khususnya
kehidupan masvarakat nagari di ranah Minang ini. Terkal dengan ni, ada jawaban
menarik vang diberikan responden ketika ditanvakan apakah dengan kembal ke Fagors
masyarakal dapal mengikun perubohan caman yang cepat seperti o olobalivas,
Kemaguan teknologi, informasi serta pemberlakukan pasar bebas Asia 1 gngrirarg fohi
2003 T Ternyata sebanvak 34, 78 % responden menjawab bahwa masyarakat nagari
dapat mengikuti perubahan terschut, dan  sekitar 47, 82 9 responden  meragukan
kestapan masyarakat dalam menghadapi fenomena globalisasi.

Kesiapan masvarakat napari menvesuaikan diri denpan perubaban zaman
ternyatd bergantung pada kualitas sumber daya manusia vang dimiliki nagani tersebut
Sumber dava manusia bukan suaty variabel vang berdiri bebas. la sangat terkait dengan
dimensi ckonomi, budava bahkan lingkungan politik. Unmk itu nagar {melahn
pemerintahan) juga harus dapat menyesuaikan kebutuhan masyarakal yang akan
mendorong. peningkatan Kualitas sumber dayva manusianya. Dari hasil identifikasi



kebutuhan vang mendesak vang harus segera direalisasikan  pemerintahan nagari di
Sumatera Barat adalah sebapaimana vang terfuang dalam tabel berkut
Tahel 6.

[ Na Eebutrhan Masvarakat nagan berdasarkan prioritas
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Pendidikan b Anak Nigrari

Perirgkatin pembangunan dan sarana fistk di nagan
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Pengembangan pertanian
Preogembangan peternakan

Peningkatan pelavanan keschatan bact mazvarakal napari

Pengembangan wsaha kecil dan menengah bagi anak nagzari
L Pengembangan kesenian, wradist dan budiva anak nagari

==

Unik mewujudkan kebutuhan di amas menjadi sesuatu vang penting untuk
dilaksanakan maka pemerinahan nagan  harus melibatkan  seluruh komponen
masyarakat nagari. Berhasilnya program tersebut juga bergantung pada bagaimana

pendekatan vang dilakukan pemerintah magan untuk mewujudkan partisipasi aktif

masyarakatnva.

Bagi pemerintah nagari, untuk melakukan pendekatan werhadap masvarakar
nagari, pengetahuan yang sifatnva analitis lentang masvarakat itu memang amat
bereuna. Pertama, perly (Gipghami bahwa masvarakat nagan terdini dan berbagai
macam kelompok sty porutk, poviane dan kaum. Kedua, perlu dipahami bahws
corak kepemimpinan dari kelompa k-kelompok tersebut berbeda dasar rembentukannya
dan juga berbeda penampilan nilai-nilai vang didukungrya. Ketiga, bagaimana
melibatkan mereka bergantung pada upava kita memposistkan mercka dalam konteks
bernapas,

Pada akhirnva, melalui pendekatan sosial terhadap masyarakat nagan akan
didapatkan partisipasi penuh dalam masvarakatnya, Sebapaimana vang kita ketahui,
meskipun angka partisipasi masyarakal dalam bermusvawarah dalam pembentukan
nagar telah mencapai nilas maksimal, tapl itu bukan berarti pada proses berikutnya
vaitu tahapan sosialisasi dan tahapan pembentukan napari akan tetap tinggi. [ni terbukt
tdak semua masyarakat  wanp mampu  melakukan proses sosialisasi  dalam
pembentukan pagari. Proses peningkatan partisipasi juga sangat berpantung pada
kebijakan pemerintah dacrah vang aspiratif.  Ada hal menarik dalam penslitian ini,
dalam  kenyataannya pemerintal daerah cukup aspiratif dan akemodatif dalam
merumuskan kebijakan kembali ke napari. Dar penilaian masyarakat napari pada
wmunva pemenntah daerab sering melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan
kebijakan yang berkaitan dengan aspek bernagan,

Kita jupa dapat melthat kesadaran masyarakat dalam bernagari cukup baik
meskipun belum maksimal tapi sudah menampakkan bentuknya. Misalnya, dalam
proses pemilihan anggota Badan Perwakilan Anak MNagari (BPAN). Di daerah Kab,
Solok, Kab. Tanah Datar dan Kah, Limapuluh Kola, masvarakat terlibat langsung
dalam proses pemilihan anggota BPAN ini. Inilah gambaran yang cukup representatif
untuk mengatakan bahwa demokrasi langsung telah ada dalam tradisi dan nilsi budava
masyarakat Minangkabay
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